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LAMPIRAN 

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA 

 

Informan : 1) Okto Irianto – Staf Ahli Bidang Hukum Laut 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi 

2) Dr. Ir. Rudiyanto Dip., ISM, MIIRSM. MM. MBA., 

CIQnR., CIQaR – Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi 

Indonesia (BKI) 

3) Totok Achmad Sugiharso - Kepala Divisi Statutoria PT. 

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 

4) Arief Budi Permana - Kepala Departemen Operasi 

Klasifikasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 

5) Blandina Pella - Fungsional Diplomat Pertama, 

Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 

6) Febriyanti, S.E., M.M., M.Mar - Penilik Nautis, Teknis 

dan Radio Kapal, Direktorat Perkapalan Dan 

Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 

7) Capt. Putri Novalia Melani M. Mar - Port State Control 

Officer, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia 

8) Capt. Otto K.M Caloh – Sekretaris I Indonesian 

National Shipowners Association (INSA) 

9) Hutakemri Ali Samad – Sekretaris II Indonesian 

National Shipowners Association (INSA) 

10) Syafiuddin – Kepala Cabang Pratama Bitung PT. Biro 

Klasifikasi Indonesia (BKI) 

11) Prof. Dr. Ir. Sunaryo, M.Sc – Guru Besar Teknik 

Perkapalan, Universitas Indonesia 
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Universitas Pertahanan RI 

Pertanyaan Wawancara 
Informan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bagaimana meningkatkan peran Pemerintah Indonesia sebagai 
flag state administrator untuk kelengkapan administrasi kapal-
kapal niaga berbendera Indonesia? 

          
 

1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dokumen dan sertifikat 

merupakan faktor utama terdetensinya kapal niaga berbendera 

Indonesia pada kawasan Asia Pasifik? 

           

2) Bagaimana proses pelayanan administrasi terkait dokumen dan 

sertifikat kapal niaga di Indonesia yang akan berlayar secara 

internasional saat ini? 

           

3) Apakah sistem pelayanan administrasi terkait dokumen dan 

sertifikat kapal niaga di Indonesia yang akan berlayar secara 

internasional dapat memenuhi kebutuhan seluruh perusahaan 

perkapalan dan pemilik kapal? 

           

4) Apa saja kendala yang dihadapi dalam memproses dokumen dan 

sertifikat terkait pelayaran internasional oleh perusahaan 

perkapalan dan pemilik kapal? 

           

5) Apakah dilakukan evaluasi dari sistem pelayanan publik terkait 

pengurusan dokumen dan sertifikat kapal niaga di Indonesia yang 

akan berlayar secara internasional? 

           

6) Apakah seluruh aturan Tokyo MoU terkait standar pelayaran 

internasional telah diadopsi oleh Indonesia dan dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan? 
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Universitas Pertahanan RI 

Pertanyaan Wawancara 
Informan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap sistem administrasi 

terkait dokumen dan sertifikat kapal niaga yang akan berlayar 

secara internasional di Indonesia kedepannya? 

           

Bagaimana meningkatkan kepatuhan perusahaan pelayaran dan 
pemilik kapal niaga Indonesia terkait Fire Safety Measures, ISM 
Deficiencies dan Pollution Prevention? 

          
 

1) Apakah fire safety measures merupakan bagian dari 4 faktor 
utama terdetensinya kapal niaga berbendera Indonesia pada 
kawasan Asia Pasifik? 

           

2) Bagaimana proses pemeriksaan terkait kelengkapan dan 
kelayakan sistem Fire Safety Measures kapal niaga di Indonesia 
saat ini? 

           

3) Kapan flag state administrator akan menyatakan bahwa Fire 
Safety Measures sebuah kapal niaga telah layak dan dapat 
melakukan pelayaran internasional? 

           

4) Apa saja kendala yang dihadapi perusahaan kapal dan pemilik 
kapal dalam memenuhi standar Tokyo MoU terkait Fire Safety 
Measures? 

           

5) Apakah dilakukan evaluasi proses pemeriksaan terkait 
kelengkapan dan kelayakan sistem Fire Safety Measures? 

           

6) Apakah seluruh aturan Tokyo MoU terkait Fire Safety Measures 
telah diadopsi oleh Indonesia dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan? 
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Universitas Pertahanan RI 

Pertanyaan Wawancara 
Informan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap proses pemeriksaan 
terkait kelengkapan dan kelayakan sistem Fire Safety Measures 
kapal niaga yang akan berlayar secara internasional di Indonesia 
kedepannya? 

           

8) Apakah ISM Deficiencies dan Pollution Prevention merupakan 
bagian dari 4 faktor utama terdetensinya kapal niaga berbendera 
Indonesia pada kawasan Asia Pasifik? 

           

9) Bagaimana proses pemeriksaan terkait kelengkapan dan 
kelayakan sistem ISM Deficiencies dan Pollution Prevention 
kapal niaga di Indonesia saat ini? 

           

10) Kapan flag state administrator akan menyatakan bahwa ISM 
Deficiencies dan Pollution Prevention sebuah kapal niaga telah 
layak dan dapat melakukan pelayaran internasional? 

           

11) Apakah perusahaan perkapakan dan pemilik kapal niaga 
memiliki kendala dalam memenuhi standar Tokyo MoU terkait 
ISM Deficiencies dan Pollution Prevention? 

           

12) Apakah dilakukan evaluasi proses pemeriksaan terkait 
kelengkapan dan kelayakan sistem ISM Deficiencies dan 
Pollution Prevention? 

           

13) Apakah seluruh aturan Tokyo MoU terkait ISM Deficiencies dan 
Pollution Prevention telah diadopsi oleh Indonesia dan 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan? 

           

14) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pemeriksaan terkait 
kelengkapan dan kelayakan sistem ISM Deficiencies dan 
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Universitas Pertahanan RI 

Pertanyaan Wawancara 
Informan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pollution Prevention kapal niaga yang akan berlayar secara 
internasional di Indonesia kedepannya? 

15) Apakah terdapat keterkaitan antara terjaganya Fire Safety 
Measures, ISM Deficiencies dan Pollution Prevention sebuah 
kapal niaga Indonesia dengan keamanan maritim Indonesia? 

           

Bagaimana meningkatkan upaya diplomasi Indonesia untuk 
mempertahankan white list status pelayaran internasional? 

          
 

1) Apakah Indonesia perlu menjalin berbagai kerjasama regional 
dan internasional dengan negara-negara anggota Tokyo MoU 
yang telah memiliki White List status Tokyo MoU? 

          
 

2) Bagaimana cara Indonesia dalam melakukan kerjasama regional 
dan internasional dengan negara-negara anggota Tokyo MoU 
yang telah memiliki White List status Tokyo MoU? 

          
 

3) Apakah masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda 
terkait sistem pemeriksaan dan kontrol terhadap performa kapal 
niaga berdasarkan Tokyo MoU? 

          
 

4) Apakah manfaat yang didapatkan oleh Indonesia ketika 
melakukan diplomasi maritim dengan negara-negara anggota 
Tokyo MoU yang telah memiliki White List status Tokyo MoU? 

          
 

5) Apakah terdapat perbedaan upaya diplomasi maritim ketika 
Indonesia berada pada black list Tokyo MoU dengan perubahan 
status Indonesia menjadi white list Tokyo MoU? 

          
 

6) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap upaya diplomasi 
maritim yang dilakukan Indonesia saat ini dan masa mendatang?  
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Universitas Pertahanan RI 

Pertanyaan Wawancara 
Informan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7) Apakah terdapat pengaruh masuknya Indonesia pada white list 
Tokyo MoU status pelayaran internasional terhadap 
perekonomian nasional Indonesia? 

          
 

8) Apakah terdapat pengaruh atas masuknya masuknya Indonesia 
pada white list Tokyo MoU status terhadap pertahanan negara?  
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LAMPIRAN II SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN IV DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Wawancara bersama Direktur Utama BKI beserta jajarannya 

 

 

 

Wawancara bersama Kepala Departemen Operasi Klasifikasi BKI
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Wawancara bersama Kepala Divisi Statutoria BKI 

 

 

 

Wawancara bersama Fungsional Diplomat Pertama, Direktorat Hukum 

dan Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 
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Universitas Pertahanan RI 

 

Wawancara bersama Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

 

 

 

Wawancara bersama Kasubdit dan Port State Control Officer 

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 
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Wawancara bersama Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia 

 

 

 

Wawancara bersama Sekretaris I dan II Indonesian National Shipowners 

Association (INSA) 
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Wawancara bersama Guru Besar Teknik Perkapalan Universitas 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Kepala Cabang Pratama Bitung BKI 


